
 

 

PERATURAN BUPATI BREBES 

NOMOR     110  TAHUN 2017 

TENTANG 

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI RUMAH DINAS 

BAKTI PRAJA, PERUMAHAN PARAMEDIS, PERUMAHAN DINAS CAMAT DAN 

PERUMAHAN DINAS LAINNYA DI LINGKUNGAN  

PEMERINTAHKABUPATEN BREBES 

 

BUPATI BREBES, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 

perlu pedoman tentang tata cara pemberian insentif 

pemungutan retribusi rumah dinas bakti praja, 

perumahan paramedis, perumahan dinas camat dan 

perumahan dinas lainnya di 

LingkunganPemerintahKabupatenBrebes; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf 

a,perluditetapkandenganPeraturanBupati; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 

tentangPembentukan Daerah-

DaerahKabupatendalamLingkunganPropinsiJawa 

Tengah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 

1950Nomor 42); 

2. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 



 

 

 

 

TambahanLembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor 

4286); 

 

3. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 

tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentangPajak 

Daerah danRetribusi Daerah (Lembaran 

NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049); 

5. Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011Nomor82, TambahanLembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor5234); 

6. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentangPengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 165, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 

8. PeraturanPemerintahNomor 38 Tahun 2007 

tentangPembagianUrusanPemerintahan Antara 

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 



 

 

 

 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4737); 

 

9. PeraturanPemerintahNomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara 

PemberiandanPemanfaatanInsentifPemungutanPajak 

Daerah danRetribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5161); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 

2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 

2008 Nomor 11); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 

2011 tentang Retribusi Daerah Kabupaten Brebes 

(Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2011 

Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes 

Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 

2011 tentang Retribusi Daerah Kabupaten Brebes 

(Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 

Nomor 1); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi 

Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran 

Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes 

Nomor 5); 

13. Peraturan Bupati Brebes Nomor 042 Tahun 2017 

tentang Pelimpahan sebagian kewenangan 

Pengelolaan Aset Aset Daerah Kabupaten Brebes ke 

beberapa Organisasi Perangat Daerah di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Brebes (Berita Daerah 



 

 

 

 

Kabupaten Brebes Tahun 2017 Nomor  24); 

 

 

 

 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN 

INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI RUMAH DINAS 

BAKTI PRAJA, PERUMAHAN PARAMEDIS, PERUMAHAN 

DINAS CAMAT DAN PERUMAHAN DINAS LAINNYA DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES. 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

DalamPeraturanBupatiini yang dimaksuddengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes. 

2. Pemerintah Daerah adalah 

kepaladaerahsebagaiunsurpenyelenggaraPemerintahan Daerah yang 

memimpinpelaksanaanurusanpemerintahan yang 

menjadikewenangandaerahotonom. 

3. Bupatiadalah Bupati Brebes. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes. 

5. Petugas adalah pejabatdanpegawai yang diberi tugas 

untukmelakukanpemungutanretribusidaerahsesuai dengan Peraturan 

Perundang-undangan. 

6. Pihak lain adalahpihakselainpetugas yang 

membantupelaksanaanpemungutanretribusidaerah. 

7. Badan PengelolaanPendapatan, KeuangandanAset Daerah adalahBadan 

PengelolaanPendapatan, KeuangandanAset DaerahKabupatenBrebes. 

8. Kepala adalah Kepala Badan PengelolaanPendapatan, KeuangandanAset Daerah. 

9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah 

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan 

orang pribadi atau Badan. 



 

 

 

 

10. Obyek Retribusi pemakaian kekayaan daerah yang meliputi pemakaian 

bangunan berupa  Sewa rumah dinas Bakti Praja, Perumahan Paramedis, 

Perumahan dinas Camat dan Perumahan dinas Lainnya 

11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data 

objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi 

yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib 

Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 

 

Pasal 2 

Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Retribusi Daerah dilaksanakan 

berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan 

besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif 

daerah. 

BAB II 

INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH 

Bagian Kesatu 

Penerima Insentif 

Pasal 3 

(1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi  Daerah. 

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan 

kepada :  

a. pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi  Daerah 

sesuai dengan tanggungjawab masing-masing; 

b. pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Retribusi  

Daerah. 

(3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf  b 

dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai 

remunerasi di daerah yang bersangkutan. 

Pasal 4 

(1) Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi  Daerah dapat diberi Insentif apabila 

mencapai kinerja tertentu. 

(2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk 

meningkatkan: 

a. kinerja Instansi; 



 

 

 

 

b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi; 

c. pendapatan daerah; dan 

d. pelayanan kepada masyarakat. 

(3) PemberianInsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap 

triwulan pada awal triwulanberikutnya. 

(4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan 

tersebut dibayarkan padaawal triwulan berikutnya yang telah mencapai target 

kinerja triwulan yang ditentukan. 

(5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, 

tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan 

sebelumnya. 

 

 

Bagian Kedua 

Sumber Insentif 

Pasal 5 

Insentif bersumber dari pendapatan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Bagian Ketiga 

Besaran Insentif 

Pasal 6 

(1) Besarnya Insentif ditetapkan 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan 

Retribusi Daerah dalamtahun anggaran berkenaan. 

(2) Besaransebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan. 

Pasal 7 

Pentahapan pemberian insentif pemungutan Retribusi Daerah di Kabupaten Brebes 

diatur sebagai berikut: 

(1) Petetapkan target penerimaan per jenis Retribusi, untuk:  

a. sampai dengan triwulan I  : 15% (lima belas perseratus) 

b. sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh perseratus) 

c. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima perseratus) 

d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus perseratus) 



 

 

 

 

(2) Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas perseratus) 

atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II.  

(3) Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas perseratus), 

Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II.  

(4) Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh 

perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum 

dibayarkan dan triwulan II.  

(5) Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh 

perseratus), Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan 

III.  

(6) Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima 

perseratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV.  

(7) Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima 

perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV.  

(8) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) 

atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.  

(9) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) 

tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif diberikan untuk 

triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.  

 

Pasal 8 

(1) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) 

huruf a, dan hurufb untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan 

realisasi penerimaan Retribusi Daerah tahunanggaran sebelumnya dengan 

ketentuan: 

a. di bawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 

(enam) kali gaji pokok dantunjangan yang melekat; 

b. Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan 

Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliunlima ratus milyar rupiah), paling tinggi 

7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; 

c. di atas Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), 

sampai denganRp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar 

rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gajipokok dan tunjangan yang 

melekat; 

d. di atas Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), 

paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat. 

(2) Besarnya pembayaran Insentif untuk pemungut Retribusi Daerahsebagaimana 



 

 

 

 

dimaksud dalamPasal 3 ayat (2) huruf a ditetapkan paling tinggi sebesar 5% 

(lima perseratus) dari besarnya Insentif yangditetapkan berdasarkan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. 

(3) Besarnya pembayaran Insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (2) huruf bditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh 

perseratus) dari besarnya Insentif yang ditetapkan. 

 

(4) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke 

kas daerah sebagai penerimaan daerah. 

Pasal 9 

Penerima pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan 

besarnya pembayaranInsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

BAB III 

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

Pasal 10 

(1) Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes menyusun 

penganggaran Insentif pemungutanRetribusi Daerahberdasarkan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. 

(2) Penganggaran Insentif pemungutan Retribusi Daerah  sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dikelompokkan ke dalambelanja tidak langsung yang diuraikan 

berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif Pemungutan 

Retribusi  serta rincian objek belanja Retribusi . 

Pasal 11 

Dalam hal target penerimaan Retribusi Daerah  pada akhir tahun anggaran telah 

tercapai atau terlampaui,pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun 

anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan padatahun anggaran berikutnya 

yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. 

Pasal 12 

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 



 

 

 

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 13 

PeraturanBupatiinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan. 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, 

memerintahkanpengundanganPeraturanBupatiinidenganpenempatannyadalamBerit

a Daerah KabupatenBrebes. 

 

 

Ditetapkan di Brebes 

Padatanggal 17 November 2017 

BUPATI BREBES, 

 

 

IDZA PRIYANTI 

 

 


